






A.  Latar Belakang 
 Kejahatan kesusilaan pada umumnya merupakan tindakan yang 
melanggar kesopanan ataupun dengan sengaja merusak kesusilaan 
publik/orang lain yang tidak menghendakinya juga korban yang dipaksa dan 
menerima ancaman kekerasan. Hukum telah mengancam hukuman pidana bagi 
siapapun yang melanggar segala tindakan kejahatan kesusilaan. Kejahatan 
kesusilaan dapat terjadi di ruang lingkup publik seperti misalnya di kantor, 
sekolah, kampus, jalan, dan tempat lainnya. Pelaku kejahatan ini bisa saja 
melakukan aksinya di tengah riuk-pikuk khalayak ramai. Saat ini seringkali 
dijumpai berita tentang kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, namun 
kenyataannya sangat jarang terekspos berita mengenai kejahatan kesusilaan. 
Siapapun bisa menjadi target kejahatan ini dan begitupun dengan pelakunya 
yang bisa saja dari lingkungan sekitar kita. 
 Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum 
termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang 
rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya 
kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan 
mengenai penghapusan kekerasan seksual yaitu meliputi pencegahan, 




pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah 
elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan menegakan hukum 
persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh 
perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak 
Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, 
lembaga pers dan korporasi.1 Kekerasan seksual sendiri sudah sangat marak 
terjadi, Komnas Perempuan mencatat 11.105 kasus kekerasan yang terjadi pada 
perempuan yang terbagi menjadi beberapa ranah. Ranah pribadi tercatat 2807 
kasus (25%), ranah public tercatat 3602 kasus dimana 58% nya adalah 
kekerasan seksual berupa pencabulan 531 kasus, perkosaan 715 kasus, 
pelecehan seksual 520 kasus, dan lainnya. 
 Perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat semakin 
beragam dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas, atau modus operandinya. 
Masalah ini tidak bisa dihindari sehingga seringkali menimbulkan keresahan di 
antara masyarakat. Bentuk kejahatan kekerasan dapat berupa kekerasan, 
pelecehan, dan eksploitasi seksual. Para korban biasanya tidak menyadari 
bahwa dirinya akan dijadikan sebagai obyek perkosaan. Kekerasan seksual 
merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebegai hubungan dan tingkah 
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laku seksual yang tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang 
serius bagi para korban.2  
 Kekerasan seksual menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama 
adalah dampak psikologis berupa gangguan jiwa seperti depresi, gangguan 
kepribadian, gangguan psikotik, gangguan panik, tekanan psikologis, disosiasi, 
gejala gangguan stress pasca trauma, perilaku menyakiti diri & pikiran, sampai 
upaya bunuh diri. Yang kedua adalah dampak fisik berupa penyakit kronis, 
nyeri kronis, perilaku seksual beresiko tinggi, komplikasi ginekologis dan 
prenatal, masalah seksual, rentan tertular HIV/AIDS. Yang ketiga adalah 
dampak sosial berupa mengisolasi diri, sulit percaya pada orang lain, sulit 
mengembangkan intimasi dalam relasi. 
 Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap 
perempuan, hal ini perlu digugat karena merupakan bentuk ketidakadilan yang 
berhubungan dengan peran dan perbedaan gender. Setelah ditinjau lebih jauh, 
akar dari kejahatan pelecehan seksual adalah nilai budaya, sosial, ekonomi, dan 
politik yang ada pada masyarakat. Tindak kekerasan tersebut diistilahkan 
sebagai kekerasan gender terhadap perempuan atau genderrelated violence, 
dalam hal ini dikategorikan PBB sebagai Gender-based abuse (any act of 
gender-based violence that results, in physical, sexual, or pyschological harm 
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or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary 
deprivation of liberty, whether occuring in public or private life.)3 
 Pelecehan seksual telah diartikan sebagai permintaan seksual yang tidak 
dikehendaki, permintaan untuk bantuan seksual, dan juga perilaku verbal 
maupun fisik lainnya yang mengganggu secara tidak masuk akal dan pelakunya 
itu menciptakan situasi yang mengintimidasi.4 Tindak pelecehan maupun 
kekerasan seksual sering terjadi di kalangan mahasiswa perempuan yang 
sedang bekerja paruh waktu di sebuah kafe seperti salah satu contohnya 
pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan di cafe oleh pekerja terhadap 
rekan kerja lainnya dan oleh atasan terhadap pekerjanya. Banyak sekali kasus 
kekerasan seksual tidak disuarakan karena korban merasa takut akan respon dan 
tanggapan baik dari lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. 
Pandangan yang akan didapatkan dari masyarakat seringkali membuat korban 
memilih untuk bungkam. Lingkungan cenderung menyalahkan korban padahal 
di kasus ini seharusnya korban justru merasa terlindungi, selain itu lingkungan 
juga seringkali memberi stigma negatif pada pekerja kafe dengan melontarkan 
kata-kata seperti “makanya jangan pulang malam”, “harusnya lebih bisa 
menjaga diri”, dan lain lain. 
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 Dalam pandangan PBB telah dinyatakan bahwa tindak kekerasan 
terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik, 
seksual, atau, psikologis yang terjadi di dalam keluarga termasuk pemukulan, 
penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah 
tangga, pemerkosaan dalam  perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, 
eksploitasi seks; di dalam masyarakat termasuk perkosaan, intimidasi di tempat 
kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain,  perdagangan  perempuan, 
pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara 
dimanapun itu terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan gender terhadap wanita yang 
termasuk pelecehan seksual dan bentuk lainnya yaitu kekerasan terhadap 
pribadi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan publik/negara.5 
 Faktanya masih banyak terjadinya pemaksaan mulai dari tindakan-
tindakan seksualitas tingkat yang paling ringan sampai yang terberat seperti 
pemerkosaan. Pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya 
pemerkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu 
belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-
hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala 
bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia.6 
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Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, 
mengingat adanya fungsi hukum pidana yang umum dan yang khusus.7  
 Kekerasan seksual diatur di dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.” Dalam pasal ini 
disebutkan bahwa untuk pelaku pemerkosaan akan dipenjara paling lama 12 
tahun. Dalam pasal 286 sebutkan bahwa pelaku pemerkosaan dengan korban 
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka diancam pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. Setelah itu, dalam pasal 289 disebutkan bahwa “Barang 
siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena 
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.” 
 Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan 
untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi 
khususnya yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang 
merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya 
preventif agar tidak melakukan kejahatan. Sanksi hukum pidana mempunyai 
ciri sanksi yang tegas dan menderitakan berupa nestapa, oleh karena itu hukum 
                                                





pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Sanksi pidana bertujuan 
mencegah orang melakukan tindak pidana (dalam hal ini kekerasan seksual) 
sebagai prevensi baik bersifat umum (yang ditujukan kepada seluruh warga 
masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban), maupun khusus 
(untuk seorang pelaku agar jangan sampai mengulangi kejahatan lagi). Dari 
banyaknya kasus tentang kekerasan seksual, hukum di Indonesia belum bisa 
memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Maka dari itu 
dalam upaya pengurangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
perempuan ini perlu diketahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor 
penyebabnya agar dapat mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan 
untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di 
tempat kerja, selain itu terdapat tujuan penting lainnya dalam penelitian kasus 
ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban 
agar korban mendapat keadilan dan terlindungi sepenuhnya.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa faktor penyebab perempuan menjadi korban kekerasan seksual? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap perempuan di tempat kerja? 
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban 





       C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kekerasan seksual terhadap perempuan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya lingkungan sekitar dalam 
menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. 
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi 
perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja. 
 
       D.  Manfaat Penulisan 
       1.  Untuk Masyarakat   
 Manfaat penulisan ini ditujukan agar memberi informasi pada 
 masyarakat umum dan pihak yang bersangkutan akan pentingnya 
 perlindungan terhadap perempuan yang rawan terkena kekerasan 
 seksual, selain itu manfaat untuk korban kekerasan seksual yaitu 
 agar korban mendapatkan keadilan dan terlindungi secara hukum. 
        2. Untuk Akademis 
 Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 
 sebagai salah satu sarana pembelajaran yang juga akan menjawab 
 masalah-masalah yang diteliti. 




 Manfaat penulisan ini bagi institusi penegak hukum yaitu untuk 
 melengkapi ornamen-ornamen maupun sistem hukum dalam 
 penegakan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual. 
        4. Untuk Personal   
 Manfaat dari penulisan ini bagi penulis yaitu untuk menerapkan ilmu 
 yang sudah dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan sekaligus 
 sebagai tugas akhir. 
 
       E. Kegunaan Penulisan 
  Hasil kajian yuridis sosiologis ini dapat digunakan pada 
 pengembangan sistem pidana dalam  tindak  pidana kekerasan seksual dan 
 bermanfaat untuk memberi pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang 
 sering terjadi di masyarakat. Selain itu diharapkan untuk menjadi acuan bagi 
 masyarakat dan aparat penegak hukum dalam peran sertanya terhadap 
 penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
      Yuridis Sosiologis, metode pendekatan yuridis sosiologis sendiri 
 merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di 
 dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan 




 dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan bertujuan 
 memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun 
 langsung ke objek penelitian itu sendiri. 
2. Lokasi Penelitian 
 Distrik kopi Sudimoro, karena sering terjadi kasus kekerasan 
 seksual disana dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan 
yang akan dibahas yaitu sumber data melalui wawancara 
beberapa korban dan observasi lingkungan. 
b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Sumber 
data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh 
dengan melakukan studi kepustakaan, undang-undang yang 
terdiri dari pasal 285, 286, dan 289 KUHP, dan The Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Metode Observasi Partisipan yaitu mendeskripsikan pengaturan, 




kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati 
tentang peristiwa yang bersangkutan.8 
b. Metode Wawancara yaitu bertatap muka langsung dengan korban 
untuk menanyakan perihal peristiwa terkait, fakta-fakta yang ada, 
dan pendapat ataupun saran. 
5. Teknik Analisa Data 
 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
 data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
 ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam 
 analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang 
 telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan 
 metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka 
 penulis akan mengelola dan menganalisi data tersebut dengan 
 menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Yaitu data yang 
 diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dicatat dalam catatan 
 lapangan yang terdiri dari dua aspek deskripsi dan refleks. Analisis ini 
 terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
 reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 
 merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 
 mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data 
                                                




 sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat di tarik dan diverifikasi. 
 Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang 
 kompleks ke dalam kesatuan bentuk sehingga akan mudah dipahami. 
 Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami 
 makna, keteraturan pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 
 Penulis juga memakai perspektif The Convention on the Elimination of 
 All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dalam 
 menganalisa. 
 
       G. Sistematika Penulisan 
1. BAB I Pendahuluan 
 Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
 manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 
 sistematika penulisan. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 
 diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi, 
 teori-teori, pendapat  hukum, dan kajian yuridis berdasarkan 
 ketentuan hukum yang berlaku. 




  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa 
 secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana 
 dalam Bab II. 
4. BAB IV Penutup 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 
 permasalahan yang diangkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
